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1L

12:

13.

‘14,
18,

16,

17.

18.
19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157y

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Duerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114); :
Peraturan.  Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221):;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NommSOTammzw?mng_
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintsh Dacrah; _
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang.
Standar . Sarana  dan Prasarana  Untuk  Sekolah  Menengah
Kejuruan/Madrasah Alivah Kejuruan (SMK/MAK);

Peraturdn Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Perutupan Saman Pendidikan Dasar:
dan Menengah:

Peraturan Menteti PeMid&andeayunNoerTamm 2016
tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 'Nmn 2016
tentang Standar Proses Pendidikan Dasa:danMcnenaah. ,
Keputusan' Dirckiorat Jenderal - Pendidikan Dasar dm anm
Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/l/83
tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sckolah Swasta; .
Peraturan Daerahi Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaras Dacrab
Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3):

Peraturan Doerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat ‘Daerah Provinsi Jawa Barat.
ﬂm%mmm:ammmsrmmssa:;'-
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor | Tahun 2018 tentang Peraturan
Pelaksanaan Penyelenggarnan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor | Tahun 2018);
Keputasan Gubernur Jawa Barat Nomor 503 05!1(@49-0!’&"‘1‘8?/20!7
tentang Tim Teknis Penyeleaman Pelayanan Perijinan Temadu.

Surat Permobonan dari YaymnAan awanah Nomor : 008/AM/1/2018
tanggal 10 Maret 2018, Perihal Permohonan Tjin Operasional Pendirian
SMKMmdaHaEmpancMol dan tanda terima berkas

‘Nomor : 0643326301032018243 1anggal daftar 19 Maret 2018;

Akta Notaris : Ida Rosida Suryana, SH Nomer : l4l'l'lnggal 15 Agustus

1992 tentang Pendirian Yayasan Al Mu’awanah;

: Smqu:muszpalaDuustd.dlkamvhdhwaBamNom

503/24216-SetDisdik Tanggal 27 Juli 2017 tentang - Izin Prinsip Pendirian
Sekolah - Menengah Kejuruan (SMI() Mandalla Ennq:mmr ﬂchoo!

' Kabupaten Karawang;

4. Surat Kepala......
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